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Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama 
antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, kendala pihak rumah sakit dan BPJS 
Kesehatan serta upaya BPJS Kesehatan mengatasi kendala pelaksanaan program 
JKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian 
dilaksanakan di RSU Mulia Hati Wonogiri, RSI Klaten dan BPJS Kesehatan 
Cabang Boyolali. Sumber data menggunakan data primer. Teknis analisis data 
menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perjanjian 
kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan sebagai wujud dari sifat 
terbukanya hukum perjanjian. Beberapa Kendala pihak rumah sakit dan BPJS 
Kesehatan adalah: (1) peraturan yang dinamis dan berlaku surut; (2) pelayanan 
kesehatan melalui sistem rujukan belum berjalan dengan baik; (3) rendahnya 
kesadaran rumah sakit dan peserta guna memahami peraturan JKN. Beberapa 
upaya BPJS Kesehatan adalah: (1) mengajukan keberatan ke Kemenkes terkait 
permasalahan peraturan dinamis dan berlaku surut; (2) BPJS Kesehatan 
menyediakan ruangan khusus bernama ruang edukasi ditujukan ke peserta. 
 




The purpose of this study was to know implementation of cooperation agreement 
between hospital with BPJS Health, obstacle hospital and BPJS Health also BPJS 
Health effort to tackle the obstacles of program JKN. This is an emperical legal 
research. It was conducted at Mulia Hati Hospital in Wonogiri, Islamic Hospital in 
Klaten and BPJS Health branch Boyolali. It uses primary data as the data source 
with qualitative analysis technique. The results showed that: the implementation 
of cooperation agreement showing opened characteristic in law of agreement. The 
obstacles in JKN program: (1) regulations dynamic and retroactive; (2) health 
service by the system referral not going well; (3) the lack of awareness hospitals 
and participants in order to understand the regulation of JKN. BPJS Health effort: 
(1) hospital submit an objection to regulator about regulation’s problem; (2) BPJS 
Health prepared a room called education room for participants. 
 





Prinsip dasar pembangunan kesehatan hakekatnya adalah nilai pokok 
sebagai landasan utama untuk berfikir dan bertindak dalam pembangunan 
kesehatan. Salah satu prinsip dasar pembangunan kesehatan yaitu setiap orang 
mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya, 
tanpa memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya.
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Ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 “Jaminan 
sosial merupakan hak setiap warga negara” dan “Negara mengembangkan Sistem 
Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah 
dan kurang mampu”. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan, dengan menyelenggarakan program jaminan sosial terutama untuk 
tujuan terjaminnya hak kesehatan orang miskin atau kurang mampu. 
Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang tersebut  
mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerdekakan 
rakyat dari beban finansial ketika sakit, tetapi seluruh rakyat yang cukup mampu 
wajib membayar ketika sehat. Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 “Pungutan 
lain yang bersifat memaksa diatur dengan UU”, maka Undang-undang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mewajibkan semua yang berpenghasilan 
membayar iuran untuk kepentingan bersama di masa depan, terlepas miskin atau 
tidak miskin.
2
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan 
Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang 
implementasinya dimulai 1 Januari 2014.
3
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Sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Jaminan Kesehatan “Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi 
semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan”. 
Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang 
menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan. 
Pelaksanaan pelayanan BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang, 
peserta diharuskan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Setiap peserta 
BPJS Kesehatan tidak boleh langsung berobat ke rumah sakit kecuali dalam 
keadaan gawat darurat medis. Sehingga rumah sakit kini melayani kesehatan 




Dihimpun Hukum Online, Manajer Pelayanan Asuransi dan Perusahaan RS 
Baptis Batu, Malang, Dita Prawita Sari, mengatakan RS Baptis sudah menjadi 
mitra BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. Dita mengatakan salah satu 
masalahnya ialah besaran tarif yang tercantum dalam paket Indonesian Case 
Based Group (INA-CBGs). Begitu pula dengan besaran tarif untuk operasi 
(bedah) yang tergolong rendah daripada biaya riil yang diperlukan. Menurut Dita 
hal itu menuntut RS swasta untuk efektif dan efisien dalam memberi pelayanan 
kesehatan. Selain itu ia berharap agar besaran tarif INA-CBGs dibenahi agar 
sesuai dengan kebutuhan medis yang sebenarnya. Atau bisa juga dibentuk 
perbedaan tarif INA-CBG’s antara rumah sakit swasta dan rumah sakit 
pemerintah untuk kelas yang sama.
5
 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “Pelaksanaan Hubungan Kerja 
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 4 
antara Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan 
Nasional”. 
Adapun permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama, 
bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS 
kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional? Kedua, apa saja kendala 
yang dialami pihak rumah sakit dan BPJS kesehatan dalam melaksanakan 
program jaminan kesehatan nasional? Ketiga, bagaimana upaya pihak BPJS 
Kesehatan mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 
kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, kendala pihak rumah sakit 
dan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program jaminan kesehatan nasional 
serta upaya BPJS Kesehatan mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan 
kesehatan nasional. 
BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) yang bertujuan memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat dengan mewajibkan 
setiap orang untuk membayar iuran tiap bulan. Kemudian oleh Pemerintah dana 
tersebut dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang 
bermitra dengan BPJS. Guna mendukung penyelenggaraan program JKN, BPJS 
dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan melalui perjanjian kerjasama. 
 
2. METODE 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif
6
, yaitu penulis menjabarkan 
pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, 
kendala pihak rumah sakit serta upaya yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan 
untuk mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan. Metode 
pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris
7
, yaitu mengkaji perilaku 
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masyarakat dalam hal ini ialah pihak rumah sakit dan BPJS kesehatan yang 
berinteraksi dengan ketentuan perundangan terkait pelaksanaan program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN).  
Penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara 
langsung dari sumber data yang bersangkutan, wawancara bersama narasumber 
antara lain Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS 
Kesehatan Cabang Boyolali, Kabag. Umum dan SDM RSU Mulia Hati dan Kabag 
Keuangan RSI Klaten ditunjang dengan data sekunder. Sementara Penulis akan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.  Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan BPJS 
Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS selaku 
badan hukum publik memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur publik 
melalui kewenangan membuat peraturan-peraturan yang mengikat publik. BPJS 
terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana yang 
termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
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Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
sejak tanggal 1 Januari 2014, segala tugas dan wewenang PT Askes (Persero) 
beralih kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan. Selanjutnya Pasal 60 ayat (3) 
bahwa: “Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1): (a) PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan 
semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) 
                                                                                                                                                               
mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di dalam 
masyarakat”.  
8
 Ibid., hal. 53-54. “Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan 
fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk 
memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.” 
9
Asih Eka Putri, 2012,  Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, http://ditjenpp. 
kemenkumham.go.id/materi-yang-dipublikasikan/2289-jurnal-legislasi-vol-9-no-2-penyelenggara-
jaminan-sosial-di-indonesia.html, diakses pada 8/11/2016 pukul 14:00 WIB, Jurnal Legislasi 
Indonesia Vol. 9 No. 2, hal. 244. 
 6 
menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;” 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10
 Jaminan 
Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang merupakan badan 




Adapun pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS 
Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai berikut: 
Pertama, dasar hukum perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan 
BPJS Kesehatan menurut Niyan Lestari, Kepala Unit Manajemen Pelayanan 
Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Boyolali menuturkan selain 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 yang menjadi landasan 
dilaksanakannya perjanjian kerjasama dalam program JKN, Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 juga menjadi aturan dasar perjanjian kerjasama 
ini. Kedua peraturan tersebut selain mengatur perjanjian kerjasama, juga 




Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, 
Pasal 36 yang berbunyi:  
(1) “Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas 
Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
(2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 
memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
(3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat 
menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.” 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Pasal 4 yang berbunyi: 
(1) “Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.  
(2) Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama. 
(3) Perjanjian kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan 
dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang 
berwenang dengan BPJS Kesehatan.  
(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 
atas kesepakatan bersama.” 
 
Rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang menjalin kerjasama 
dengan BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 
36 ayat (2) dan ayat (3) ialah “fasilitas kesehatan yang telah memenuhi 




Untuk rumah sakit harus memiliki: (a) Surat Ijin Operasional; (b) Surat 
Penetapan Kelas Rumah Sakit; (c) Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang 
berpraktik; (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; (e) Perjanjian kerja 
sama dengan jejaring, jika diperlukan; (f) Sertifikat akreditasi; dan (g) Surat 
pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan 
Kesehatan Nasional. 
Menurut teori lama yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum 
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
14
 Perjanjian 
kerjasama pelayanan kesehatan dalam program JKN merupakan suatu 
kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit untuk saling 
mengikatkan diri satu sama lain terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam 
program JKN. Menurut penulis, kesepakatan para pihak ditunjukkan pada 
klausula Pasal 2 perjanjian kerjasama bahwa “Para Pihak sepakat untuk 
melakukan kerjasama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi peserta dengan 
syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini”.  
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 8 
Kedua, substansi perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS 
Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia perjanjian kerjasama antara rumah sakit 
dengan BPJS Kesehatan dalam program JKN subtansinya sama kecuali untuk 
daerah terpencil ada penambahan pasal karena keterbatasan fasillitas kesehatan.
15
 
Pihak yang berwenang penuh melakukan perubahan terhadap substansi perjanjian 




Menurut teori baru yang dikemukakan Van Dunne, diartikan perjanjian 
adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
17
 Perbuatan hukum yang dimaksud 
dalam perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak pertama 
dan pihak kedua. Berdasarkan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua dalam 
perjanjian kerjasama yaitu Pasal 2 bahwa: “Para pihak sepakat untuk melakukan 
kerjasama dalam penyediaan layanan kesehatan bagi peserta dengan syarat dan 
ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini ”. 
Menurut perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan 
Pasal 13, baik pihak pertama maupun pihak kedua yang tidak dapat melaksanakan 
atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini 
disebabkan mengalami force majeure, tidak dapat dituntut kerugiannya oleh pihak 
lain. Dengan syarat pihak yang mengalami force majeure memberitahu pihak lain 
secara tertulis serta membuktikan secara tertulis resmi dari dinas setempat bahwa 
telah terjadi peristiwa force majeure yang menghalanginya melaksanakan 
kewajiban dalam perjanjian ini sebagaimana diatur pada Pasal 1244 dan 1245 
KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan debitur yang tidak 
membuktikan diri bahwa sebab tidak terlaksananya kewajiban atau tidak pada 
waktunya karena keadaan memaksa maka debitur dihukum untuk mengganti 
kerugian yang ia timbulkan. Akan tetapi jika debitur dapat membuktikan dirinya 
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 9 
mengalami keadaan mendesak sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban maka 
debitur tidak boleh dituntut atas kerugian tersebut dan ia dibebaskan dari 
kewajiban itu.  
Perjanjian kerjasama menyebutkan mengenai wanprestasi pada Pasal 10 
ayat (2) dan (3) tentang monitoring dan evaluasi serta Pasal 11 tentang sanksi. 
Pasal 10 ayat (2) menerangkan apabila dalam pelaksanaan hubungan kerja ini 
terjadi pelanggaran perjanjian atau wanprestasi oleh rumah sakit dan terbukti 
melanggar perjanjian kerjasama, BPJS Kesehatan memberi surat teguran yang 
menyatakan rumah sakit telah wanprestasi sehingga timbul kewajiban bagi rumah 
sakit untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya. Kewajiban bagi pihak 
wanprestasi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan disebutkan pada Pasal 
1243 KUH Perdata bahwa: “Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga baru 
merupakan kewajiban yang harus dibayarkan debitur, setelah ia untuk itu ditegur 
kelapaannya melaksanakan perjanjian, akan tetapi sekalipun sudah ditegur ia 
tetap juga melalaikan peringatan dimaksud.” 
Pasal 10 ayat (3) menerangkan bila tiga kali surat teguran tertulis tidak ada 
tanggapan atau perbaikan dari rumah sakit. Maka pihak pertama berhak 
mengakhiri perjanjian secara sepihak. Pasal 11 tentang sanksi menyebutkan 
perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum menurut 
perjanjian ini yaitu melakukan moral hazard dan fraud. Pengertian moral 
hazard
18
 tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang, namun dapat 
dipahami dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial nasional Pasal 22 ayat (2) bahwa:  (2) “untuk jenis pelayanan yang dapat 
menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.” 
Dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah jelas diatur 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan 
Kecurangan (fraud
19
) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada 
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Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (4) salah satu bentuk fraud bahwa: 
(3) “Penulisan kode diagnosis yang berlebihan/upcoding sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a berlebihan/upcoding merupakan pengubahan kode 
diagnosis dan/atau prosedur menjadi kode yang memiliki tarif yang lebih tinggi 
dari yang seharusnya.” Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut berupa 
teguran tertulis, kewajiban memulihkan kerugian sebagaimana Pasal 1365 KUH 
Perdata, hingga pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan. 
Pasal 11 ayat (5) bagi pihak yang haknya dirugikan akibat perbuatan 
melawan hukum fraud dan moral hazard dapat mengakhiri perjanjian tanpa harus 
memenuhi ketentuan Pengakhiran Perjanjian Pasal 12 ayat (1) dalam perjanjian 
kerjasama ini. Jadi pembatalannya berlaku otomatis ketika pihak yang haknya 
dirugikan menentukan waktu pengakhiran perjanjian dan tidak perlu memberi 
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak pertama ataupun kedua yang 
melanggar perjanjian. Akan tetapi pengakhiran perjanjian tersebut tidak 
menghilangkan kewajiban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum 
untuk memulihkan kerugian. 
Perjanjian kerjasama ini menentukan lain tentang pengakhiran perjanjian 
yakni adanya pengesampingan pengakhiran perjanjian berdasarkan ketentuan 
KUH perdata, tercantum pada Pasal 12 ayat (3) bahwa:  
“Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya 
ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh 
yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/ 
Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu 
Perjanjian;” 
 
Perjanjian kerjasama ini pada Pasal 12 ayat (3) tentang pengakhiran 
perjanjian menentukan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1226 
berdasarkan kesepakatan para pihak. Terhadap Pasal 12 ayat (3) perjanjian 
kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan yang mengesampingkan 
Pasal 1266 KUH Perdata disebut berlaku asas lex specialis derogat legi generalis. 
Lex specialis derogat legi generalis menyatakan bahwa kedua peraturan mengatur 
                                                                                                                                                               
dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan 
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan 
ketentuan.” 
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materi yang sama maka peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan 
peraturan yang bersifat umum. Jadi, perjanjian kerjasama ini sah-sah saja 
dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan hukum perjanjian karena 
perjanjian kerjasama yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang saling mengikatkan diri. Selain itu, 
menurut Subekti pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang 
dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh 
disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.
20
 
Ketiga, mekanisme perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS 
Kesehatan Niyan Lestari, dalam wawancaranya menjelaskan sebelum fasilitas 
kesehatan atau rumah sakit menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Tim 
BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan daerah membuat analisa kebutuhan 
fasilitas kesehatan menggunakan maping. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui 
berapa kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah dengan perbandingan jumlah 
peserta saat ini. Maping memberi gambaran apakah dari segi hitungan 
ketersediaan rumah sakit dan kamar cukup untuk melayani peserta JKN.
 21 
Fitria 
Kusuma Wardania Kabag. Umum dan SDM RSU Mulia Hati
 22
 bahwa tahapan 
perjanjian kerjasama RSU Mulia Hati dengan BPJS Kesehatan Cabang Suarakarta 
diawali dari pengajuan permohonan kerjasama ke BPJS Kesehatan Cabang 
Surakarta.  
Dalam tahap perundingan naskah perjanjian kerjasama, yang terlibat adalah 
BPJS Kesehatan Pusat bersama PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh 
Indonesia) Pusat atas rekomendasi Kemenkes. Jadi, rumah sakit dalam proses 
perundingan isi naskah perjanjian kerjasama diwakili oleh PERSI Pusat. Isi dari 
perjanjian kerjasama mengikat  para pihak dan isinya tidak menyimpang dari 
Permenkes. 
 
                                                          
20
Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal. 13 
21
Niyan Lestari, Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan 
Cabang Boyolali, Wawancara Pribadi, pada tanggal 09 Maret 2017. 
22
Fitria Kusuma Wardania, Kabag. Umum dan SDM RSU Mulia Hati, Wawancara Pribadi, 
pada tanggal 20 Februari 2017 Pukul 09:00 WIB di Wonogiri. 
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3.2.  Kendala Pihak Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan dalam 
Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
Kendala pihak rumah sakit antara lain: (1) Peraturan yang dinamis dan 
berlaku surut; (2) Pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan bertingkat belum 
berjalan dengan baik; (3) Sistem pelayanan kesehatan rujukan tidak sesuai dengan 
kondisi FKTP yang tidak siap sedia sewaktu-waktu; (4) Pencairan klaim dari 
BPJS Kesehatan tidak tepat waktu; (5) Sistem tarif INA CBG’s dirasa berat untuk 
rumah sakit swasta.  
Kendala pihak BPJS Kesehatan antara lain: (1) Perbedaan persepsi koding 
antara koder rumah sakit dengan BPJS Kesehatan; (2) Rendahnya kesadaran 
rumah sakit dan peserta memahami peraturan JKN; (3) Perbedaan penafsiran 
mengenai peraturan yang berlaku; (4) Petugas bagian entry data di rumah sakit 
belum memahami sistem klaim menggunakan INA CBG’s. 
3.3. Upaya dari Pihak BPJS Kesehatan Mengatasi Kendala Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Niyan Lestari, BPJS Kesehatan 
mengupayakan beberapa hal, yaitu:
23
 (1) Mengajukan keberatan ke kementerian 
kesehatan terkait permasalahan peraturan yang dinamis dan berlaku surut; (2) 
Ruang Edukasi Bagi Peserta JKN; (3) Menunda pengobatan ke rumah sakit 
hingga puskesmas buka bagi pasien bukan kegawatan; (4) Musyawarah atau 
diskusi bersama antara rumah sakit dengan Tim BPJS Kesehatan; (5) Mengajukan 





Pertama, Perjanjian kerjasama dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa kerjasama 
rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dibuat melalui perjanjian kerjasama, selanjutnya 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (4) bahwa kerjasama 
                                                          
23
 Niyan Lestari, Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan 
Cabang Boyolali, Wawancara Pribadi, pada tanggal 09 Maret 2017 pukul 09:00 WIB. 
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dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis. Tahap perundingan perjanjian 
kerjasama dilakukan antara PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) 
bersama BPJS Pusat. Tahap perundingan dilakukan antara PERSI (Persatuan 
Rumah Sakit Seluruh Indonesia) bersama BPJS Pusat. 
Perjanjian kerjasama diawali pengajuan permohonan kerjasama secara 
tertulis ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya, BPJS Kesehatan menyerahkan naskah 
perjanjian kerjasama untuk dibahas bersama rumah sakit lalu ditanda tangani para 
pihak dan perjanjian berlaku selama satu tahun serta dapat diperpanjang kembali 
sesuai kesepakatan para pihak. 
Kedua, kendala rumah sakit dalam pelaksanaan program JKN antara lain: 
(a) peraturan yang dinamis dan berlaku surut mempengaruhi data pelayanan 
kesehatan telah diberikan bulan Oktober dan terdata software klaim harus 
disesuaikan dengan peraturan terbaru yang diundangkan bulan November; (b) 
pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan belum berjalan dengan baik, hal ini 
disebabkan kurangnya pemahaman peserta JKN mengenai berobat ke rumah sakit 
tanpa rujukan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak dapat dilayani 
rumah sakit; (c) sistem pelayanan rujukan tidak sesuai dengan kondisi FKTP tidak 
siap sedia sewaktu-waktu, aturan ini menyulitkan pasien yang berobat ke rumah 
sakit pada malam hari; (d) pencairan klaim dari BPJS Kesehatan tidak tepat waktu 
dipegaruhi oleh kualitas serta kuantitas SDM BPJS Kesehatan maupun rumah 
sakit; (e) sistem tarif INA CBG’s dirasa berat untuk rumah sakit swasta, 
perbandingan antara tarif INA CBG’s dengan real cost sangat jauh berbeda. 
Kendala BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan program JKN antara lain: (a) 
perbedaan persepsi koding antara koder rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, 
kekeliruan tersebut mempengaruhi total tarif yang akan diklaimkan ke BPJS 
Kesehatan; (b) rendahnya kesadaran rumah sakit dan peserta guna memahami 
peraturan JKN; (c) perbedaan penafsiran mengenai peraturan yang berlaku seperti 
ditemukannya koding fiktif pada proses verifikasi setelah diselidiki karena 
kekeliruan pemahaman peraturan; (d) petugas entry data rumah sakit belum 
memahami klaim menggunakan sistem INA CBG’s mempengaruhi ketepatan 
waktu pencairan klaim yang diajukan rumah sakit. 
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Ketiga, BPJS Kesehatan mengupayakan beberapa solusi, antara lain: (a) 
rumah sakit dapat mengajukan keberatan ke Kemenkes terkait permasalahan 
peraturan dinamis dan berlaku surut serta keberatan dengan sistem tarif INA 
CBG’s khususnya untuk rumah sakit swasta; (b) menunda pengobatan ke rumah 
sakit hingga puskesmas buka bagi pasien bukan kegawatan; (c) BPJS Kesehatan 
menyediakan ruangan khusus bernama ruang edukasi ditujukan ke peserta jadi 
sambil menunggu antrian bisa masuk ke ruangan edukasi; (d) pencairan klaim 
bermasalah maka petugas verifikator BPJS kesehatan berdiskusi dengan tim 
verifikator rumah sakit. 
4.2. Saran 
Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran 
sebagai berikut:  
Pertama, BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi yang 
lengkap kepada peserta JKN sehingga mereka mengerti hak dan kewajibannya, 
salah satunya mengenai pelayanan kesehatan sistem rujukan, tidak hanya di 
kantor saja tetapi mengadakan sosialisasi program JKN di Kelurahan setempat. 
Kedua, dalam proses penyepakatan tarif hendaknya melibatkan IDI, PDGI, 
IAI, IBI setiap wilayah karena pelayanan kesehatan di rumah sakit turut serta 
peran dokter, apoteker, dokter gigi melayani peserta program JKN, yang mana 
penghitungan tarif para ahli medis berbeda-beda sehingga harapannya diperoleh 
hasil kesepakatan tarif yang prospektif dan relevan. 
Ketiga, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pihak rumah sakit juga 
BPJS Kesehatan agar program JKN terlaksana dengan baik dan lancar, serta 
meningkatkan kualiatas komunikasi para pihak baik peserta maupun rumah sakit 
dan BPJS Kesehatan guna menghindari kesalahpahaman. 
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